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PRAKATA

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mempersembahkan buku ini
sebagai wujud dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini lahir dari
keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan
masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi
pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti masalah narkotika,
kekerasan seksual, hukum pidana, serta perlindungan anak. Kami menyadari bahwa
hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Terdapat
banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum
dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan
dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan,
memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai
masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan.

Isu narkotika, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan mendalam
untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur dan
memberantas penyalahgunaan narkotika. Kami juga menyentuh masalah kekerasan
seksual yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan
pencerahan dan juga solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, buku ini juga
mengeksplorasi berbagai aspek hukum mengenai organisasi masyarakat, termasuk
bagaimana perlindungan anak dibentuk dalam tataran regulasi, proses pembukan
dan perlindungan hukum juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dan
mendapat tempat khusus dalam buku ini. Kami berupaya memberikan wawasan
tentang bagaimana hukum melindungi hak-hak anak dan bagaimana masyarakat
dapat berperan dalam mengawal perlindungan tersebut.

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan
yang berguna dan praktis dalam menghadapi berbagai isu hukum. Kami juga
berharap buku ini dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk meningkatkan
kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum di
Indonesia. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan
kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi panduan yang berharga dalam
memahami hukum dan keadilan.

Bandung, Januari 2024

Tim Penulis
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BAGIAN 1
NARKOTIKA

1. Apa saja jenis narkotika yang dilarang menurut hukum?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika memberikan panduan rinci tentang pengklasifikasian dan regulasi
penggunaan narkotika di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, narkotika
dibagi menjadi tiga golongan yang berbeda, dengan masing-masing golongan
memiliki karakteristik, kegunaan, dan tingkat pembatasan yang berbeda [1].
Golongan I mencakup narkotika yang paling berisiko. Ini termasuk zat-zat seperti
heroin, kokain, dan ganja. Narkotika dalam golongan ini dianggap memiliki risiko
tinggi menimbulkan ketergantungan dan tidak memiliki atau memiliki sangat
sedikit nilai terapeutik. Oleh karena itu, penggunaannya dilarang untuk keperluan
apapun kecuali penelitian yang sangat terbatas. Penelitian ini juga harus dilakukan
di bawah pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya,
Golongan II meliputi narkotika yang memiliki manfaat medis namun tetap berisiko
menimbulkan ketergantungan. Narkotika di golongan ini, seperti morfin dan
metadon, digunakan dalam konteks medis untuk pengobatan kondisi tertentu,
seperti pengelolaan rasa sakit yang parah. Penggunaannya diatur dengan ketat,
memastikan bahwa hanya profesional medis yang berwenang dan dalam kondisi
yang diizinkan oleh hukum yang dapat meresepkan dan menggunakan narkotika
golongan ini.

Golongan III, yang termasuk narkotika seperti kodein dan efedrin, dianggap
memiliki risiko ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dengan golongan
lainnya. Narkotika ini memiliki nilai terapeutik yang signifikan dan digunakan
secara luas dalam pengobatan. Pengawasan penggunaannya tidak seketat golongan
I dan II, namun tetap memerlukan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan.
Undang-undang ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi
permasalahan penyalahgunaan narkotika sambil memastikan bahwa obat-obatan
penting untuk keperluan medis dan ilmiah tetap dapat diakses. Pengaturan ini
mencakup pelarangan total penggunaan narkotika tertentu, pembatasan penggunaan
lainnya untuk konteks medis dan ilmiah, serta pengenaan sanksi hukum bagi
mereka yang melanggar aturan ini. Pendekatan ini diharapkan dapat
menyeimbangkan antara kebutuhan kesehatan masyarakat dan pencegahan
penyalahgunaan narkotika.
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BAGIAN 2
KEKERASAN SEKSUAL

1. Apa definisi hukum dari kekerasan seksual?

Definisi hukum dari kekerasan seksual dapat ditinjau dari berbagai
perspektif dan sumber hukum. Secara umum, kekerasan seksual diartikan sebagai
setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang
tubuh serta fungsi reproduksi seseorang [1]. Hal ini sering terjadi karena adanya
ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, di mana seseorang menyalahgunakan
sumber daya pengetahuan, ekonomi, penerimaan masyarakat, atau status sosialnya
untuk mengendalikan orang lain. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),
kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku yang menyasar seksualitas atau
organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dilakukan dengan unsur paksaan atau
ancaman (2). Perilaku ini termasuk perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
dan pemaksaan prostitusi.

Komisi Nasional Perempuan Indonesia membagi bentuk kekerasan seksual
ke dalam 15 macam, termasuk perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual,
eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual,
pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan
kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan
bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau
mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk aturan diskriminatif
beralasan moralitas dan agama [3]. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia mengkategorikan berbagai bentuk
kejahatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Ini mencakup pelecehan
seksual non fisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi,
pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan
seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul,
persetubuhan terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, pelanggaran
kesusilaan, pornografi terkait anak, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang
untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan
tindak pidana pencucian uang dari perbuatan kekerasan seksual.
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BAGIAN 3
PERLINDUNGAN ANAK

1. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang diakui oleh hukum
pidana?

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang diakui oleh hukum pidana di
Indonesia mencakup beragam tindakan, baik fisik, psikis, seksual, maupun
penelantaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (UU No.35/2014), kekerasan terdefinisi sebagai setiap perbuatan terhadap
anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,
seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam konteks
kekerasan seksual, tindakan yang termasuk diantaranya adalah pelecehan seksual
nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi,
pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan
seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual juga
meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, dan eksploitasi seksual
terhadap anak [1].

Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan
berdasarkan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak. Misalnya, pelaku
kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 ¢ UU 35 Tahun
2014, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda
paling banyak Rp 72 juta. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, maka
pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100 juta. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian anak,
maka pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 3 miliar. Peraturan ini menunjukkan komitmen negara
dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan memastikan bahwa
pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal.

2. Bagaimana hukum pidana melindungi anak dari eksploitasi seksual?

Hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak dari
eksploitasi seksual melalui berbagai peraturan dan undang-undang [2]. Salah satu
regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
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MENJAWAB
KOMPLEKSITAS HUKUM
DI TENGAH MASYARAKAT

Narkotika, Kekerasan Seksual, dan Perlindungan Anak

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga yang ditunjuk untuk
melakukanrehabilitasi pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tahapan
rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis (detoksifikasi), rehabilitasi nonmedis
(konseling dan terapi kelompok), dan tahap bina lanjut (after care), di mana pecandu
diberikan aktivitas yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan
sehari-hari dan kembali beraktivitas normal. Dengan demikian, penyalahgunaan
narkotika di Indonesia membawa dampak sosial yang luas dan beragam, merugikan
baik dari segi kesehatan, keamanan, dan ekonomi. Upaya pencegahan dan
penanganan melalui hukum dan rehabilitasi menjadi sangat penting untuk mengatasi
masalahini.

Buku ini lahir dari keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan
informasi antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam menghadapiisu-isu hukum
yang sering menjadi pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti
masalah narkotika, kekerasan seksual, hukum pidana, serta perlindungan anak. Kami
menyadari bahwa hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat
luas. Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai
bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat
mengakses keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan
pengetahuan, memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya
terkait berbagai masalah hukum yang sering kali menjadisorotan.

Isu narkotika, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan mendalam
untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur dan
memberantas penyalahgunaan narkotika. Buku ini menyentuh masalah kekerasan

h:r——~ - seksual yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan
pencerahan dan juga solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, buku ini juga
mengeksplorasi berbagai aspek hukum mengenai organisasi masyarakat, termasuk ==
. bagaimana perlindungan anak dibentuk dalam tataran regulasi, proses pembukan dan
perlindungan hukum juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dan mendapat
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